
 
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR :  15   TAHUN  2008   SERI : D   NOMOR : 4  

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR   15   TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEBUMEN, 

 
Menimbang 
 

 

: a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan, maka perlu mengatur organisasi dan tata 
kerja Kecamatan dan Kelurahan; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan.    

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1950  
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950;  
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6. Peraturan  Pemerintah   Nomor 73  Tahun 2005   
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4737); 

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  
tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  89,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  
tentang  Kecamatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

11. Peraturan  Presiden  Nomor  1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 

13. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kebumen  Nomor   11  
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahanan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 22). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 KABUPATEN KEBUMEN  

dan  
BUPATI KEBUMEN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN    DAERAH    TENTANG  ORGANISASI  

DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN 
KELURAHAN.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Kebumen. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam 

wilayah kerja Kecamatan. 
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang 
terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

 
BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 
KECAMATAN 

 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 2 
 

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :  
a. Camat;  


